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ABSTRAK 
Alif Hanifwanto. 2016. E0013037.PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
TERHADAP PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN STUDI 
DI KOTA SURAKARTA SEBAGAI IMPLEMENTASI PERATURAN 
PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG 
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN.PenulisanHukum 
(Skripsi). Fakultas HukumUniversitas Sebelas Maret. 
Penulisan ini bertujuan mengkaji permasalahan, yaitu untuk mengetahui 
pengelolan keuangan daerah kota Surakarta dalam melaksanakan program 
penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta sudah tepat sasaran dan sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan 
Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dimana 
sesuai dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah yang sudah 
ditetapkan oleh Negara sebagai acuan kerja selama 5 tahun masa kerja 
pemerintahan..Penulisanhukuminimenggunakanpenelitianhukumdengan jenis 
Metode Penelitian Normatif denganmenggunakan penelitian hukum yang bersifat 
perspekti dan terapan meliputibahanhukumprimerdanbahan hukum 
sekunder.Menggunakan metode pendekatan Undang-Undang dan pendekatan 
Konseptual.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolan 
keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah kota Surakarta sudah 
seharusnya lebih tepat sasaran dan lebih mengedepankan asas kesejahteraan 
sosial demi mengurangi angka kemiskinan di kota Surakarta. Sesuai dengan Pasal 
34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana 
disebutkan bahwa Fakir Miskin dan Terlantar dilindungi oleh Negara, maka 
Pemerintah Surakarta sebagai tangan panjang Negara dalam menjalankan 
fungsinya wajib memberikan perlindungan terhadap fakir miskin. Pengelolaan 
Keuangan Daerah terhadap program penuntasan kemiskinan yang selama ini 
berjalan sudah sejalan dengan pelaksanaan Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan yang ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan namun belum berjalan maksimal dan 
tepat sasaran. 
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ABSTRACT 
Alif Hanifwanto. 2016. E0013037.REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT 
TOWARDS POVERTY REDUCTION PROGRAM STUDY in SURAKARTA 
AS the IMPLEMENTATION of PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 
96 by 2015 ABOUT CHANGES to the PRESIDENTIAL REGULATION No. 
15 of 2010 ABOUT ACCELERATING POVERTY REDUCTION.Faculty of 
Law, Sebelas Maret University 
This research aims to study the problem, to know the financial areas of Surakarta 
City employee administration in implementing the poverty reduction program in 
the city of Surakarta is already right on target and in line with the needs of the 
community as set forth in the regulations of the President of the number 96 by 
2015 about changes to the presidential Regulation No. 15 of 2010 about 
Accelerating poverty reduction where appropriate with the draft medium-term 
Development that has been enacted by the State as a reference work for 5 years 
working period the Government.. Legal writing legal research with the use of this 
type of Normative Research Methods with the use of the nonprofit legal research 
and applied perspectives include the law of primary and secondary legal 
materials. Using the method of approach to the law and Conceptual approach. 
Based on the results of the study it can be concluded that the regional financial 
employee Administration conducted by the City Government of Surakarta already 
should have been more on target and more emphasis on the principle of social 
welfare for the sake of alleviating poverty in the city of Surakarta. In accordance 
with article 34 paragraph 1 of the Constitution of the Republic of Indonesia in 
1945 where it is mentioned that the poor and Displaced protected by the State, 
then the long hand, Surakarta as the Government of the State in the exercise of its 
functions required to provide protection against the poor. Regional financial 
management towards poverty alleviation program during this run was already in 
line with the acceleration of the implementation of the poverty reduction that are 
specified in the regulations of the President of the number 96 by 2015 about 
changes to the presidential Regulation No. 15 of 2010 about Accelerating poverty 
reduction but not yet running at maximum and right on target. 
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